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Abstract. The aim of the research is to determine the reasons and social-health impacts of lifting social 
restrictions and the role of the government. The qualitative research method is phenomenology type to 
understand the social situation around it from people's experiences. Collecting data through observation, 
interviews, and documentation. Purposive sampling technique for determining research respondents from the 
perspective of government and society. The validity and credibility of the data were validated using source 
triangulation techniques. Data analysis starts from the collection stage, data selection or coding, data analysis, 
final conclusion stage. The results showed that social restrictions were lifted because they limited the economy, 
Covid numbers were decreasing, people were free to do their activities, health services were starting to 
maximize and seek treatment freely even though the facilities were lacking, assistance from the government 
such as direct cash assistance, groceries and social assistance. 
 
Keywords: After the Repeal of Ppkm; Social; Health 
 
Abstrak. Tujuan penelitian untuk mengetahui alasan serta dampak sosial-kesehatan pencabutan pembatasan 
sosail dan peran pemerintah. Metode Penelitian kualitatif berjenis fenomenologi untuk memahami situasi 
sosial disekitar dari pengalaman masyarakat. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Teknik purposive sampling untuk penentuan responden penelitian dari perspektif pemerintah dan 
masyarakat. Keabsahan dan kredibilitas data divalidasi menggunakan teknik triangulasi sumber. Analisis data 
mulai tahap pengumpulan, penyeleksian data atau coding, analisa data, tahap kesimpulan akhir. Hasil 
penelitian menunjukan pembatasan sosial dicabut karena membatasi ekonomi, angka covid menurun, 
masyarakat bebas beraktivitas, pelayanan kesehatan mulai maksimal dan berobat dengan bebas meski sarana-
prasarana kurang, bantuan dari pemerintah seperti Bantuan langsung tunai, Sembako dan Bantuan sosial. 
 
Kata Kunci : Pasca Pencabutan Ppkm; Sosial; Kesehatan 
 

PENDAHULUAN  
Covid 19 menjadi katastrofi yang sangat berbahaya dan merebak secara fluktuaif pada skala 

global di abad 21 (Chakraborty & Maity, 2020); menimbulkan kekhawatiran dari semua orang dengan 
lonjakan kasus positif yang begitu cepat menyerang spesies, serta berdampak pada psikologi 
manusia sejak awal munculnya pandemi yang terdeteksi di Tiongkok (Mustafa et al., 2022; Wilson et 
al., 2020). Untuk konteks kesehatan, De et al. (2023) mengatakan dalam analisisnya bahwa hal 
tersebut menyebabkan banyak pasien rawat inap meninggal. Itu menjadikan pandemi sebagai wabah 
global dengan ketidaksiapan dunia menghadapinya dan membuat setiap negara membatasi hampir 
seluruh aktivitas serta pergerakan manusia, terutama warga Tiongkok untuk mencegah penyebaran 
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serta penularannya. Dalam kasus ini, termasuk Indonesia. Pandemi secara nyata memberikan 
pengaruh pada sektor kesehatan, ekonomi, dan sosial sejak akhir tahun 2019 (Gibson & Olivia, 2020). 
Dampak tersebut mempengaruhi hampir seluruh wilayah Indonesia di sektor ekonomi, sosial, dan 
kesehatan sehingga sebagian besar aktivitas dibatasi (Mawar et al., 2021). Di tengah penyebaran 
covid 19 – Negara-negara maju menerapkan kebijakan lockdown penuh, semua wilayahnya disolasi 
agar penyebaran virus berkurang, segala aktivitas dan mobilitas masyarakat diberhentikan secara 
total. Presiden Jokowi memberikan pernyataan penerapan kebijakan pemberlakuan pembatasan 
kegiatan masyarakat (PPKM) sebagai respon, serta langkah pemerintah menghadapi ancaman 
berdasarkan UUD No 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan sebagai dasar hukum kebijakan 
pemberlakuan di Indonesia (Indiati, 2022). 

Keputusan pemeritntah menetapkan lockdown, sebagian besar, dianggap sebagai penyebab 
hilangnya berbagai sumber pendapatan dan pekerjaan warga Negara. Kondisi lain dalam pandangan 
(Suhendri et al., 2022) yang mengemuka di tengah pandemi adalah kepekaan dan kesadaran sosial 
berkurang, atau dikurangi oleh peraturan yang diberlakukan selama ppkm berlangsung; selain itu, 
insentif bagi masyarakat berdampak ppkm menurun serta banyak ketidak setaraan dalam pelayanan 
kesehatan yang jelas terlihat (Miller & Jr, 2022). 

Penerapan PPKM (sekitar 3 hingga 20 juli 2021) sebagai langkah awal pencegahan, terutama 
untuk pulau Jawa dan Bali sebagai salah dua penyumbang kasus terbesar, di mana penerapan PPKM 
masih diperpanjang sampai ± Desember 2022. Namun prakteknya kurang efektif bagi skala desa 
(Wiradinata, I., P. et al., 2022); atau kota besar lain (Pribadi, Frita., 2022); bahkan dinilai tidak 
berhasil (MS & Rizaldi, 2020). Dalam penelitian Astuti & Musfiroh, (2022) PPKM diklaim diberlakukan 
selama keadaan darurat dengan pembatasan mobilitas nasional meski di beberapa daerah kurang 
efektif; tapi secara nyata mengurangi penyebaran virus (Wang et al., 2020). Dan mulai Januari 2023 
Indonesia resmi mencabut penerapan PPKM dengan pertimbangan daya imunitas tinggi setelah 
vaksinasi dilakukan (Hart et al., 2023). 

Situasi kecamatan wera saat pandemi dan pasca pencabutan PPKM tidak terlalu berdampak 
seperti kota-kota besar, meskipun pada tahun 2021 pegawai puskesmas wera positif covid-19 
setelah swab tes massal diduga kontak dengan pasien positif. Kebijakan PPKM  mengharuskan warga 
ke luar daerah melengkapi syarat perjalanan, bagi masyarakat desa itu mempengaruhi secara 
psikologi dianggap merepotkan. Secara sosial masyarakat mengurangi interaksi, khawatir penularan 
covid-19 serta kesadaran penyebarannya (Napitu et al., 2020; Wahyudiyono et al., 2021). 
pencabutan pembatasan sosial masyarakat bisa mengadakan kegiatan mengundang massa dengan 
protokol kesehatan tidak ketat, pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan setelah merosot saat 
pembatasan sosial karena mereka tidak bekerja secara maksimal. Di sektor usaha mikro kecil 
menengah turut merasakan dampaknya pada proses jual-beli (Lina Ayu Safitri, 2021); sebab minat 
beli warga menurun mempengaruhi ekonomi keluarga (Nuraeny et al., 2021). Kekhawatiran warga 
akan pandemi masih memberikan efek psikologis meskipun kasus positif di desa sangiang masih nihil, 
tim covid memeriksa saat keluar masuk desa bagi yang bepergian, hal tersebut menurut Nawangsari 
et al. (2021) masyarakat turut berpartisipasi mencegah covid, dan mengetahui bahaya pandemi 
(Napitu et al., 2020); aktivitas di kantor desa sebelum masuk wajib pakai masker, cuci tangan dan 
menjaga jarak duduk mewaspadai covid 19 (Dabella Yunia et al., 2021).   

Meskipun PPKM tidak terlalu berdampak, secara sosial, ekonomi, mereka masih bisa bekerja 
mencari makan dengan berjualan dalam lingkungan desa sangiang, masyarakat berprofesi pelaut 
merasakan dampak sebab  untuk menjual muatan kapal ke flores atau ke sulawesi dibatasi semenjak 
pandemi menjalani protokol covid-19 di pelabuhan tujuannya oleh tim covid setempat, menurut 
Mediyastuti Sofyan et al. (2021) upaya pencegahan virus. Perubahan tidak terlalu signifikan, protocol 
kesehatan mengikat pelaku perjalanan, meski vaksin merata sedikit memberi rasa aman 
(Wahyudiyono et al., 2021); kebijakan pemerintah belum memberikan kepastian nyata tentang sosial 
dan kesehatan jangka panjang. Rumusan masalah: Apa alasan pemerintah mencabut PPKM ? 
bagaimana dampak sosial dan kesehatan pasca pembatasan sosial ? dan apa peran dan upaya 
pemerintah pasca PPKM dicabut?. Tujuan dari penelitian ingin mengetahui alasan pemerintah 
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Indonesia mencabut PPKM, untuk mengetahui dampak sosial dan kesehatan bagi warga desa 
sangiang, dan mengetahui peran dan upaya yang dilakukan pemerintah dalam penanganan dampak 
pandemi sampai pasca PPKM. 

 
METODE PENELITIAN 

Kami menggunakan metode penelitian kualitatif fenomenologi Edmund Husserl (Reiners, 
2012); untuk memahami situasi sosial disekitar dari pengalaman individu, kelompok tentang 
perspektifnya atau sudut pandang masyarakat, peneliti terlibat langsung dalam proses penelitian 
guna menangkap konstruksi atas realitas objek studi. Penelitian ini berfokus pada pencabutan ppkm 
oleh pemerintah, dampak sosial serta kesehatan pascanya, kemudian upaya pemerintah desa 
setelah dicabutnya PPKM. 

Teknik penentuan responden penelitian Purposive sampling antara lain: Kepala Camat, Kepala 
Desa, Pendamping Desa, BPD, masyarakat di luar pemerintahan dengan profesi beragam yang 
merasakan dampak covid-19 sampai pasca PPKM. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara 
sistematis, observasi, dokumentasi, dan Kuesioner Essay berupa pertanyaan yang disebarkan lewat 
platform media sosial sasarannya penduduk Desa Sangiang pada umumnya. 

Analisis data mulai tahap pengumpulan, penyeleksian data atau coding, analisa data, tahap 
kesimpulan akhir penyajian hasil secara naratif, pada proses mengolah data peneliti dibantu 
Software Nvivo 12 Plus untuk mendapatkan hasilnya (Wahyudin & Ismayanti, 2020), validasi data 
teknik triangulasi sumber tetap dilakukan. 
 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
 
1. HASIL PENELITIAN  

Alasan Pencabutan PPKM di Desa Sangiang 
Jawaban reponden dalam analisis peneliti terkait variabel “Alasan Pencabutan PPKM di Desa 

Sangiang” cukup variatif. Namun secara umum, pada dasarnya dapat diklasifikasi ke dalam dua 
kategori besar: Perspektif Pemerintah dan Masayarakat. Seperti akan  diperlihatkan oleh gambar 1 – 
dari perspektif Masyarakat, hasil wawancara dari para responden yang diwakili oleh domain ini tidak 
begitu variatif dan hanya berkisar pada kriteria: mengetahui dan tidak mengetahui. Sementara jenis 
respon yang lebih beragam peneliti peroleh dari perspektif pemerintah, di mana beberapa domain 
yang termasuk dalam kategori Pemerintah seperti: BPD, Kepala Desa, Pendamping Desa, dan Camat 
banyak memberikan jawaban terkait alasan pencabutan PPKM.  

 
Gambar 1. Alasan pencabutan PPKM 

Sumber : Pribadi 
 

https://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium/index


   Vol. XI. Issu 3. September-Des 2023 
P-ISSN: 2339-2401/E-ISSN: 2477-0221 

 

342 

 

Equilibrium: Jurnal Pendidikan  
https://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium/index 
 
 

Beberapa variasi jawaban yang peneliti peroleh dari para responden, khususnya dari domain 
pemerintah seperti terlihat pada visualisasi di atas. Secara eksplisit - SFL sebagai pendamping desa 
dan tenaga ahli sekaligus responden penelitian misalnya, dalam keterangan yang ia berikan terkait 
alasan pencabutan PPKM mengatakan: 

“PPKM ini harus dicabut karena kalau begitu situasinya bisa berdampak di faktor ekonomi. 
Pembatasan ini memang berat karena orang jadinya berpikir ke mana mana harus pake surat ini 
surat itu, secara psikologi merepotkan. Jadi faktor terbesarnya memang karena covid 19 sudah 
turun” 

Kebijakan PPKM berdampak pada situasi ekonomi masyarakat, aktivitas dibatasi karena 
pandemi, ke luar daerah harus melengkapi syarat administrasi bagi pelaku perjalanan menyulitkan 
aktivitas, penyebaran pandemi menurun menjadi alasan terbesar pencabutan pembatasan sosial. 
Seperti visualisasi di atas hasil jawaban dari perspektif masyarakat, hasil jawaban responden yang 
diwakili oleh domain ini cukup variatif hanya berkisar pada kriteria: mengetahui dan tidak 
mengetahui, dari 10 responden masyarakat 2 diantaranya tidak mengtahui pencabutan pembatasan 
sosial. Pada analisa Agustino, (2020) birokrasi cenderung menganggap remeh penanganan pandemi; 
pemerintah desa harus memastikan Intruksi Kemendagri sudah disosialisasikan, hal tersebut sebagai 
upaya adaptasi new normal pasca pencabutan pembatasan sosial. 

Terdapat banyak pertimbangan dari pemerintah sebagai alasan pencabutannya PPKM, mulai 
dari faktor ekonomi melemahkan usaha masyarakat skala kecil dan besar (Herison, 2020); lihat juga 
(Rahmi et al., 2022); daya beli masyarakat berkurang efek pembatasan aktivitas (Sepfiatin & 
Mahendra, 2022) dan mobilitas terganggu (Priambudi, Bagus. et al., 2021); pekerja kehilangan 
sumber penghasilannya (Dindin. & Susanto, 2021); kondisi ini menghambat ekonomi (Nasruddi, 
2020). Pada sektor kesehatan penyebaran virus menurun, kasus positif melandai, khususnya di desa 
sangiang kasusnya belum ada sejak awal pandemi. Pemerintah Desa dan Camat selaku keterwakilan 
pihak pemerintah pusat untuk pelayanan umum (Pratiwi,. Dian, 2021); mengikuti dan menjalankan 
perundang-undangan tertuang dalam instruksi Mendagri no 50 dan 51 Tahun 2022 tentang 
pencabutan kebijakan PPKM.  

 
Dampak Sosial dan Kesehatan Pencabutan PPKM di Desa Sangiang 

Hasil jawaban responden penelitian dalam analisis terkait variable “Dampak Sosial-Kesehatan 
sangat variatif, secara umum dapat diklasifikasi ke dalam dua kategori besar: Dampak Sosial dan 
Kesehatan, seperti akan diperlihatkan oleh gambar 2 dari dampak sosial hasil jawaban para 
responden pada domain ini tidak begitu variatif, hanya menunjukan: Tidak Mensejahterakan Dan 
Mensejahterakan.  

 
 

Gambar 2. Dampak Sosial dan Kesehatan 
Sumber : Pribadi 
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Beberapa variasi jawaban yang peneliti peroleh dari para responden, seperti gambar 2 di atas, 

dari child notes mensejahterakan secara jelas -SHR sebagai BPD sekaligus responden ahli penelitian, 
dalam keterangan yang ia berikan terkait dampak sosial pasca pencabutan pembatasan  
mengatakan: 

“Ada secara signifikan karena masyarakat punya peluang untuk berkomoditif kemana - mana” 
Masyarakat mempunyai kesempatan untuk berdagang ke luar daerah tanpa dibatasi 

mobilitasnya, pendapatan pekerjaan meningkat, mayoritas warga sangiang berprofesi sebagai 
nelayan, pelaut dan pedagang di luar daerah. Seperti pada visualiasasi di atas ada klasifikasi tidak 
mensejahterakan misal hasil jawaban responden mengatakan ‘tidak’. Pada aspek kesehatan dampak 
yang terjadi pasca pencabutan PPKM gambar 2 di atas jawaban para responden variatif pada 
pelayanan kesehatan meliputi :Fasilitas kesehatan kurang, sarana dan prasarana tidak memadai, 
responden menjawab “Ya” “Tidak” pada pelayanan kesehatan.  

Pasca pencabutan PPKM membuat aturan interaksi sosial telah mengubah nilai dan norma 
sosial budaya masyarakat, penyebaran informasi tentang pandemi mempengaruhi perubahan 
kebiasaan (Tjahjadi et al., 2023); perubahan pola interaksi dapat diamati pada aktivitas kehidupan 
sehari-hari pasca pencabutan batasan sosial (Widyatwati, 2022). Seperti memakai masker, rajin 
mencuci tangan dan mengadakan pernikahan. Dan mobilitas antar wilayah leluasa tanpa khawatir 
pemeriksaan seperti sebelumnya menjadikan ruang interaksi sosial bahkan pelayanan kesehatan 
paling berefek (Mawar et al., 2021). Kegiataan mengundang kerumunan bebas dilakukan tanpa 
protocol kesehatan ketat. 

Pada sektor sosial ekonomi mulai menunjukan peningkatan kesejahteraan warga, pemulihan 
sosial serta perbaikan finansial rusak saat pandemi (James, 2020; Sparrow, et al., 2020); dan 
ketimpangan sosial serta kemiskinan diperparah covid-19 (Suryahadi et al., 2020). Pasca ruang gerak 
tidak lagi batasi (Stanesby et al., 2023); untuk penanganan pandemi., ekonomi yang merosot 
mempengaruhi jual beli bahan makanan berdampak penurunan imun (Maulidia et al., 2022); kini 
perlahan mulai tumbuh, adaptasi new normal kehidupan berjalan baik pasca PPKM. Ada pendapat 
beberapa responden bahwa tidak mensejahterakan sebab masyarakat di desa masih menjalankan 
aktivitas maupun rutinitas seperti biasanya meski ketika ada pendatang luar daerah, masyarakat 
membatasi interaksi sosial secara personal (Crawford, F. et al., 2022); lihat juga (Wei et al., 2023); 
tidak  seperti masyarakat kota mobilitasnya tinggi, namun tetap memakai masker karena menjadi 
kebiasaan selama pandemi. 

Keberadaan Pustu di desa sangiang sebagai tempat pelayanan kesehatan masih kurang 
memadai, bahkan fasilitas kesehatannya masih minim untuk memberikan pelayanan memadai 
(Mulyati. et al., 2023). Kelengkapan alat medis untuk kesehatan warga desa, tenaga medis serta 
obat-obatan kurang, dan paling penting tidak tersedianya ambulance desa. Selain pustu desa 
memiliki polindes melayani kesehatan ibu hamil, menurut Hazfiarini et al. (2022) persalinan bagus 
ditentukan sarana dan prasarana memadai, kesulitan fasilitas bagus di daerah seperti desa 
(Herwansyah et al., 2023); mengharuskan ibu hamil memeriksa kandungan di puskesmas dengan 
USG, bahkan sekarang diwajibkan melahirkan di puskesmas.  

Puseksmas kecamatan wera sebagai pusat kesehatan masyarakat masih kekurangan sumber 
daya dokter ahli, dan kebutuhan obatnya masih terbilang standar sesuai penyakit ringan pada 
umunya. Pelayanan vaksinasi covid-19 dari puskemas kepada masyarakat menjadi prioritas, dan 
diwajibkan kunci melawan pandemi (Szanyi et al., 2023) lihat juga (Yong et al., 2022) vaksinasi tinggi 
untuk strategi endemi; sekarang warga bisa datang memeriksa kesehatan dan berobat dengan bebas 
secara aman, tenaga kesehatan memberikan pelayanan secara maksimal, meski sarana dan 
prasarana tidak memadai untuk diakses oleh masyarakat di desa karena keterbatasan alat medis 
untuk penyakit serius dan penanganan pasien covid jika ada mengharuskan rujuk rumah sakit di 
kota, kesadaran untuk menjaga kesehatan menjadi jauh lebih tinggi dari sebelum adanya wabah 
pandemi menjadi kebiasaan, mengingat virus masih ada di sekitar mungkin suatu waktu bisa 
terjangkit sehingga pemerintah memperhatikan harus fasilitas pelayanan kesehatan di desa. 

https://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium/index


   Vol. XI. Issu 3. September-Des 2023 
P-ISSN: 2339-2401/E-ISSN: 2477-0221 

 

344 

 

Equilibrium: Jurnal Pendidikan  
https://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium/index 
 
 

 
Peran Pemerintah dalam pencabutan PPKM di Desa Sangiang 

Terdapat berbagai pernyataan dari hasil wawancara dan kuesioner essai peneliti bersama para 
responden, pemodelan sederhana yang peneliti klasifikan sesuai hasil jawaban responden pada 
gambar 3 - perlu diperhatikan setidaknya ada 2 dua hal termasuk bagian (child nodes) penting pada 
peran pemerintah pusat (parent nodes) yang telah peneliti kelompokan dari peran pemerintah 
antara lain: 1) Mengambil keputusan; 2) Memberkan bantuan ( Jenis bantuan berupa PKH, Bansos, 
BLT, Sembako dan Manfaat bantuan terdiri dari belum efektif, bermanfaat, kurang membantu, dan 
sangat efektif). Maka bisa dikatakan pemerintah pusat beperan penting dalam membantu 
masyarakat terdampak covid dengan kebijakan dan membantu sosial ekonomi saat pandemi serta 
pasca pandemi. Adapun hasil jawaban dari responden seperti” memberikan bantuan sosial’’ 
sembako” BLT” dan “PKH”. 

 
Gambar 3. Peran Pemerintah 

Sumber : Pribadi 
 

2. PEMBAHASAN  

Berkaitan dengan peran pemerintah dalam upaya membantu masyarakat terdampak pandemi 
dengan member berbagai jenis bantuan, dari hasil jawaban responden RBS mengatakan : 

“Ada Bentuk uang dari desa BLT, dan ada sembako dari provinsi” 
Pada penjelasan responden RBS - pemerintah provinsi memberikan bantuan berupa paket 

sembako kemudian dari pemerintah desa ada BLT dari anggaran dana desa bagi yang membutuhkan 
sesuai syarat penerimanya, untuk implementasinya bantuan belum efektif membantu masyarakat. 
Sesuai visualisasi di atas bahwa jawaban responden berkisar antara: “Belum efektif”, “bermanfaat”, 
“kurang membantu”.  

Pemerintah pusat memberikan bantuan berupa Bansos merupakan singkatan dari bantuan 
sosial untuk mengatasi kesenjangan sosial, maka pemerintah membuat kebijakan  pemberian 
bantuan sosial. Menurut (Mikhael et al., 2021) pada artikelnya kebijakan ini merupakan produk dari 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan 
Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 (Perppu 1/2020) yang 
selanjutnya dalam hal pendanaan dimuat dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 38/PMK.02/2020 
dan Peraturan Menteri Kebijakan No. 43/PMK.05/2020; lihat juga (Mikhael et al., 2021); dengan 
harapan lepas dari resiko kemiskinan dampak pandemi. 

Pemerintah Desa menggunakan Anggaran Dana Desa untuk penanganan pandemi atas 
instruksi pemerintah pusat dengan membeli segala kebutuhan pencegahan covid di desa alat 
kesehatan, dan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) menurut Chumairo & Ulum, (2021) adalah 
bentuk kerjasama pemerintah membantu warga terdampak covid. Penerima   bantuan diputuskan 
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melalui Musdes sesuai kriteria misal kehilangan pekerjaan (Habibah & Rosyda, 2022): penerima tidak 
terima bantuan lain (Ikmal & Noor, 2021); keterbukaan informasi dinilai efektif membantu lewat 
Musdes (A, Nimrah., R. et al., 2022).  Pada awal pandemi diberikan Rp.900.000 selama 4 bulan 
dengan skema 2 kali pencairan, kemudian ada perubahan nominalnya jadi Rp.600.000 3 bulan sekali, 
setelah itu pada tahun 2023 jumlahnya menurun Rp. 300.000 diperuntukan bagi miskin ekstrem 
pasca pandemi  disebut BLT Ekstrem dari pemerintah Desa (Sparrow et al., 2020); bantuan 
bermanfaat meningkatkan daya beli.  Pada proses penyalurannya masih ditemukan masalah tidak 
tepat sasaran pemerintah desa serta kurang selektif (Firmansyah, W. & Fanida, Eva., 2022); bahkan 
terjadi kecemburuan sosial (Saroh, A. & Panjaitan, R., 2021). 

Selain bantuan langsung tunai ada PKH program bantuan sosial keluarga miskin, untuk 
peningkatan sumber daya manusia bidang pendidikan dan kesehatan (Sofia & Aji, 2022); dari 
pemerintah sebelum adanya pandemi sampai pasca PPKM program dinilai bermanfaat bagi 
penerimanya karena membantu keluar resiko kemiskinan. Namun pelaksanaanya ditemukan 
masalah pendataan database yang kurang update di lapangan oleh pendamping, misal dari penerima 
bantuan yang tidak tepat sesuai kriteria, warga menganggap kurang membantu sebab biaya hidup 
dengan nominal bantuan tidak cukup. Kemudian pada analisis Sofia & Aji (2022) menimbulkan 
kerawanan korupsi saat penyaluran bantuan tunai ditransfer ke ATM penerima tapi kartu dan buku 
rekening dipegang oleh agen bank kerja sama dengan pendamping; ini akan menimbulkan masalah 
dan kecurigaan.  

Bantuan lain dari Dinas Sosial Kabupaten yaitu bantuan pangan non tunai (BPNT) berupa 
bahan pangan membantu warga yang terbatas mobilitas sosial dan daya beli berkurang serta 
meringankan beban masyarakat miskin; syaratnya tidak menerima bantuan lain (Khoiriyah et al., 
2020). Persoalan bantuan belum efektif pelaksanaannya tidak sesuai dengan keperluan hidup, 
penyaluran bantuan dan penerima bantuan tidak tepat sasaran, menjadikannya kurang efektif dan 
potensi penyelewangan ada (Nasrullah, M. & Annisa, 2021).  

 
KESIMPULAN 

Maka dengan demikian dapat dipastikan bahwa alasan pencabutan PPKM oleh pemerintah 
karena membatasi aktivitas serta moblitas masyarakat yang ingin bepergian ke luar daerah 
berdampak ekonomi tidak berkembang, kasus pasien positif covid 19 berkurang. Adapun dampaknya 
pasca pencabutan kebijakan tersebut aktivitas warga kembali normal tanpa khawatir pandemi, 
masyarakat bisa kembali bekerja, pada aspek kesehatan meski fasilitas kesehatan kurang memadai 
tapi untuk pelayan kesehatan masyarakat bisa memeriksa dan berobat secara aman serta bebas 
tanpa khawatir penularan virus. Pemerintah memberikan berbagai jenis bantuan bagi masyarakat 
terdampak covid 19 sesuai kriteria penerima sejak awal pandemi sampai pascanya, bantuan berupa 
BLT, PKH, Bansos dan Sembako, pemberian bantuan dinilai sangat bermanfaat bagi penerimanya 
meski dalam pelaksanaanya masih ditemukan masalah tidak tepat sasaran, rawan dikorupsi, dan 
bantuan tidak mampu mensejahterakan bahkan belum cukup memenuhi kebutuhan penerimanya. 
Peneliti menyarankan peneliti selanjutnya untuk bisa meneliti di kecamatan atau Kota/Kabupaten 
agar hasilnya lebih variatif. 
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